PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meni mbang :

a. bahwa peranan sunber daya nmmnusi a sangat penting dal am hubungan
antar bangsa yang senmaki n neni ngkat ;

b. bahwa mutu perguruan tinggi perlu ditingkatkan untuk nmenghasi
kan sumber daya manusi a yang berkualitas;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di pandang perlu nmenyesua
kan peraturan nmengenai perguruan tinggi dengan nmengubah
Peraturan Pererintah Nonor 30 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Ti nggi ;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonmor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi di kan
Nasi onal (Lenbaran Negara Tahun 1989 Nonor 6, Tambahan
Lenbaran Negara Nonor 3390);

3. Peraturan Penerintah Nonmor 30 Tahun 1990 tentang Pendi di kan
Tinggi (Lenbaran Negara Tahun 1990 Nonor 38, Tanbahan
Lenmbaran Negara Nonor 3414);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG
PENDI DI KAN Tl NGG .

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Peraturan Penerintah Nonmor 30 Tahun 1990
t ent ang Pendi di kan Ti nggi di ubah sebagai beri kut

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah dan ditanmbahkan ketentuan
baru yang dijadi kan ayat (4), sehingga kesel uruhan Pasal 7
ber bunyi sebagai beri kut

"Pasal 7

(1) Pendidi kan tinggi disel enggarakan dengan nmenggunakan bahasa
I ndonesi a sebagai bahasa pengant ar

(2) Bahasa daerah dapat di gunakan sebagai bahasa pengantar, sejauh
di perl ukan, dal am penyanpai an penget ahuan dan/atau pel ati han
ket eranmpi | an bahasa daerah yang ber sangkut an

(3) Bahasa asi ng dapat di gunakan sebagai bahasa pengantar sejauh
di perl ukan dal am penyanpai an penget ahuan dan/ atau pel ati han
dan/ atau keteranpilan tertentu.

(4) Pel aksanaan ketentuan sebagai mana di maksud dal am ayat (3) d



t et apkan dengan Keputusan Menteri.

Ket entuan Pasal 38 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadi kan ayat (2a), sehingga kesel uruhan Pasal 38
ber bunyi sebagai beri kut

"Pasal 38

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rektor universitas/institut yang di sel enggarakan oleh
Permerintah di angkat dan di berhenti kan ol eh Presiden atas usu
Menteri, Menteri lain, atau pinpinan | enbaga Penmerintah lain
set el ah nendapat pertinbangan senat universitas/institut yang
ber sangkut an.
Rektor universitas/institut yang di sel enggarakan ol eh
masyar akat di angkat dan di berhenti kan ol eh badan penyel enggara
uni versitas/institut bersangkutan setel ah nendapat
perti nmbangan senat universitas/institut dan dil aporkan
kepada Menteri .
(2a) Menteri dapat nenbatal kan pengangkat an rekt or
uni versitas/institut sebagai mana di maksud dal am ayat (2)
apabil a rektor universitas/institut yang di angkat tidak
menmenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan ti dak
menmenuhi ket entuan yang berl aku
Pi npi nan dan anggota badan penyel enggara uni versitas/institut
yang di sel enggarakan ol eh masyarakat tidak di benarkan nenjad
pi npi nan universitas/institut yang bersangkutan.
Penbantu Rektor universitas/institut yang di sel enggarakan ol eh
Penmerint ah di angkat dan di berhenti kan ol eh Menteri, Menteri
[ ain, atau pinpinan | enbaga Penerintah [ ain atas usul Rektor
set el ah nendapat pertinbangan senat universitas/institut yang
ber sangkut an.
Penbantu Rektor universitas/institut yang di sel enggarakan ol eh
masyar akat di angkat dan di berhenti kan ol eh badan penyel enggara
uni versitas/institut atas usul Rektor dan setelah meninta
perti mbangan senat universitas/institut yang bersangkutan. "
Ket entuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga kesel uruhan
Pasal 46 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 46

(1)
(2)

Masa j abat an Dekan dan Penbantu Dekan 4 (enpat) tahun.
Dekan dan Penbantu Dekan dapat di angkat kenbali dengan
ketentuan tidak |ebih dari dua kali nmsa jabatan berturut-
turut.”

Mengubah ket entuan Pasal 49 ayat (6) diubah, sehingga
kesel uruhan Pasal 49 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 49

(1)

Jurusan nerupakan unsur pel aksana akadeni k pada fakultas yang
nmel aksanakan pendi di kan akadeni k dan/ at au prof esi onal dal am
sebagi an atau satu cabang il mu penget ahuan, teknol ogi, dan/
atau kesenian tertentu.

Dal am j urusan dapat di bentuk | aboratorium dan/atau Studio.
Jurusan terdiri atas



1. unsur pinpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan
2. unsur pel aksana akademnmi k : para dosen

(4) Jurusan dipinpin ol eh Ketua yang di bantu ol eh Sekretaris.

(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pi npi nan fakul tas yang
menbawahi nya.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk nmasa jabatan 4
(enpat) tahun dan dapat di angkat kenbali .

(7) Bilamana jurusan nmenpunyai | aboratorium dan/atau studi o satuan
pel aksana tersebut dipinpin ol eh seorang Kepal a.

(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua | aboratorium studio
di angkat dan di berhenti kan ol eh pinpi nan uni versitas/institut
atas usul Dekan setel ah nendapat perti nmbangan senat fakultas."

5. Ketentuan Pasal 51 ayat (4) diubah, sehingga kesel uruhan Pasa
51 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 51

(1) Penyel enggaraan program studi di pi mpin ol eh Ketua program
studi atau Ketua jurusan

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pi npi nan satuan
pel aksana akadeni k yang nembawahi nya.

(3) Ketua program studi di angkat ol eh pinpi nan universitas/
institut atas usul pinpinan satuan pel aksana akadem k yang
menbawahi nya.

(4) Ketua program studi di angkat untuk masa jabatan 4 (enpat)
tahun dan dapat di angkat kenbali."

6. Ketentuan Pasal 52 ayat (8) diubah, sehingga kesel uruhan Pasa
52 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 52

(1) Pada universitas/institut dapat disel enggarakan Program Pasca
Sarj ana.

(2) Syarat penyel enggaraan program Pasca Sarjana di atur ol eh
Menteri .

(3) Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program
studi Pasca Sarj ana.

(4) Program studi Pasca Sarjana tidak selalu nmerupakan kel anj utan
sear ah program Sarj ana

(5) Program Pasca Sarjana di pi npin ol eh seorang Direktur yang
seti ngkat dengan Dekan.

(6) Direktur program Pasca Sarjana di universitas/institut yang d
sel enggar akan ol eh Penerintah di angkat dan di berhenti kan ol eh
Menteri atau Menteri lain atas usul Rektor setelah nemnta
perti mbangan senat universitas/institut.

(7) Direktur program Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang d
sel enggar akan ol eh masyar akat di angkat dan di berhenti kan ol eh
badan penyel enggara universitas/institut yang bersangkutan
atas usul Rektor setel ah nendapat pertinmbangan senat
uni versitas/institut.

(8) Direktur program Pasca Sarjana di angkat untuk rmasa jabatan 4

(enpat) tahun dan dapat di angkat kenbali .

(9) Direktur program Pasca Sarjana bertanggung j awab kepada

Rektor."



7. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dij adi kan ayat (2a), sehingga kesel uruhan Pasal 62
ber bunyi sebagai beri kut

"Pasal 62

(1) Ketua dan Penbantu Ketua sekol ah tinggi Yang di sel enggar akan
ol eh Penerintah di angkat dan di berhenti kan ol eh Menteri,
Menteri |ain, atau pinpinan | enbaga Penerintah lain setel ah
nmendapat pertinmbangan senat sekol ah tinggi yang bersangkut an

(2) Ketua dan Penbantu Ketua sekol ah tinggi yang di sel enggar akan
ol eh masyar akat di angkat dan di berhenti kan ol eh badan
penyel enggara sekol ah tinggi yang bersangkutan setel ah
nmendapat perti nbangan senat sekol ah tinggi dan dil aporkan
kepada Menteri
(2a) Menteri dapat nmenbatal kan pengangkat an Ketua sekol ah

tinggi sebagai nana di maksud dal am ayat (2) apabila Ketua
sekol ah tinggi yang di angkat tidak nenenuhi persyaratan
dan/ at au proses pengangkatan tidak menmenuhi ket entuan
yang berl aku.

(3) Pinpinan dan anggota badan penyel enggara sekol ah tinggi yang

di sel enggar akan ol eh masyarakat tidak di benarkan nmenjadi pinpinan

sekol ah tinggi yang bersangkutan.”

8. Ketentuan Pasal 65 ayat (6) diubah, sehingga kesel uruhan Pasa
65 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 65

(1) Jurusan nerupakan unsur pel aksana akadem k yang nel aksanakan
pendi di kan prof esi onal dan/atau akadem k dal am sebagi an at au
satu cabang il nmu penget ahuan, teknol ogi, dan/atau keseni an
tertentu.

(2) Dal am jurusan dapat di bentuk |aboratorium dan/atau Studio.

(3) Jurusan terdiri atas
1. unsur pinpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
2. unsur pel aksana : para dosen

(4) Jurusan dipinpin ol eh Ketua yang di bantu ol eh Sekretaris.

(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pi npi nan sekol ah
ti nggi

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk nmasa jabatan 4
(enpat) tahun dan dapat di angkat kenbali .

(7) Bilamana jurusan menpunyai | aboratorium dan/atau studio,
satuan pel aksana tersebut dipinpin ol eh seorang Kepal a.

(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepal a | aboratoriunistudio
di angkat dan di berhenti kan ol eh pi nmpi nan sekol ah tinggi yang
ber sangkut an set el ah nendapat perti nmbangan senat sekol ah

tinggi."

9. Ketentuan Pasal 67 ayat (4) diubah, sehingga kesel uruhan Pasa
67 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 67

(1) Penyel enggaraan program studi di pi mpin ol eh Ketua program
studi atau Ketua jurusan
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pi npi nan satuan



(3)
(4)

10.

pel aksana akadeni k yang nenbawahi nya.

Ket ua program studi di angkat ol eh pinpinan sekol ah tinggi atas
usul pinpi nan satuan pel aksana akadem k yang nenbawahi nya.
Ketua program studi diangkat untuk masa jabatan 4 (enpat)
tahun dan dapat di angkat kenbali."

Ket entuan Pasal 75 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dijadi kan ayat (2a), sehingga kesel uruhan Pasal 75
ber bunyi sebagai beri kut

"Pasal 75

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Di rektur dari politekni k yang di sel enggarakan ol eh Penerintah
di angkat dan di berhenti kan oleh Menteri, Menteri lain, atau
pi npi nan | enbaga Penerintah | ain setelah nendapat perti nbangan
senat politekni k yang bersangkut an.
Di rektur politekni k yang di sel enggarakan masyar akat di angkat
dan di berhenti kan ol eh badan penyel enggara politeknik yang
ber sangkut an set el ah nendapat perti mbangan senat politeknik
dan dil apor kan kepada Menteri .
(2a) Menteri dapat nenbatal kan pengangkat an direktur
politekni k sebagai mana di maksud dal am ayat (2) apabila
di rektur politekni k yang di angkat tidak menmenuhi
per syar atan dan/ atau proses pengangkatan tidak memenuhi
ket entuan yang berl aku.
Penmbantu Direktur politekni k yang di sel enggarakan ol eh
Pemeri ntah di angkat dan di berhenti kan ol eh Menteri, Menteri
l ain, atau pinpinan | enbaga Penerintah lain atas usu
Di rektur setel ah nendapat perti mbangan senat politekni k yang
ber sangkut an.
Permbantu Di rektur politekni k yang di sel enggarakan ol eh
masyar akat di angkat dan di berhenti kan ol eh badan penyel enggara
politekni k yang bersangkutan atas usul Direktur setel ah
mendapat perti nmbangan senat politekni k yang ber sangkut an.
Pi mpi nan dan anggota badan penyel enggara politekni k yang d
sel enggar akan ol eh masyar akat tidak di benarkan menj ad
pi npi nan politekni k yang bersangkut an.

11. Ketentuan Pasal 78 ayat (6) diubah, sehingga kesel uruhan
Pasal 78 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 78

(1) Jurusan nerupakan unsur pel aksana akadem k yang nel aksanakan

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

pendi di kan prof esional dal am sebagi an atau satu cabang il nu
penget ahuan, teknol ogi, dan/atau kesenian tertentu.

Dal am j urusan dapat di bentuk | aboratorium dan/atau studio.
Jurusan terdiri atas

1. unsur pinpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan

2. unsur pel aksana : para dosen.

Jurusan di pi npi n ol eh Ketua yang di bantu ol eh Sekretaris.
Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pi npi nan sekol ah tinggi
Ketua dan Sekretaris jurusan di angkat untuk masa jabatan 4
(enpat) tahun dan dapat di angkat kenbali .

Bi | amana j urusan nenpunyai | aboratorium dan/atau studio,
satuan pel aksana tersebut dipinmpin ol eh seorang Kepal a.

Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepal a | aboratorium studio



di angkat dan di berhenti kan ol eh pi npi nan politeknik

12. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) diubah, sehingga kesel uruhan
Pasal 80 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 80

(1) Penyel enggaraan program studi dipi npin ol eh Ketua program

(2)
(3)
(4)

13.

studi atau Ketua jurusan.

Ket ua program studi bertanggung jawab kepada pi npi nan sat uan
pel aksana akadem k yang nmenbawahi nya.

Ketua program studi di angkat ol eh pinpinan politeknik atas
usul pinpi nan satuan pel aksana akadenm k yang nenbawahi nya.
Ketua program studi di angkat untuk masa jabatan 4 (enpat)
tahun dan dapat di angkat kemnbali."

Ket entuan Pasal 88 ayat (2) diubah dan disisipkan ketentuan
baru yang dij adi kan ayat (2a), sehingga kesel uruhan Pasal 88
ber bunyi sebagai beri kut

"Pasal 88

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14.

Di rektur akadem yang di sel enggarakan ol eh Penerintah di angkat

dan di berhenti kan ol eh Menteri, Menteri |ain, atau pinpinan

| enbaga Penerintah | ain setel ah nendapat pertinbangan senat

akadenmi yang ber sangkut an.

Di rektur akadem yang di sel enggarakan masyar akat di angkat dan

di ber henti kan ol eh badan penyel enggara akademn yang ber-

sangkut an setel ah nendapat perti mbangan senat akadem dan

di | apor kan kepada Menteri.

(2a) Menteri dapat nenbatal kan pengangkat an direktur akademi
sebagai mana di maksud dal am ayat (2) apabila direktur
akadeni yang di angkat tidak nenenuhi persyaratan dan/
atau proses pengangkatan tidak nmenenuhi ketentuan yang
ber | aku.

Pi mpi nan dan anggota badan penyel enggara akadeni yang d

sel enggar akan ol eh masyar akat tidak di benarkan menjad

pi mpi nan akadem yang ber sangkut an

Penbantu Direktur akadem yang di sel enggarakan ol eh Penerintah

di angkat dan di ber henti kan ol eh Menteri, Menteri lain, atau

pi npi nan | enbaga Penerintah lain atas usul Direktur setel ah

mendapat perti nbangan senat akadem yang bersangkut an

Penmbantu Di rektur akaden yang di sel enggarakan ol eh masyar akat

di angkat dan di berhenti kan ol eh badan penyel enggara akadeni

yang bersangkutan atas usul Direktur setel ah nmendapat

perti mbangan senat akadem .’

Ket entuan Pasal 91 ayat (1) diubah dengan nenghapuskan kat a-
kata "akadem k dan/atau" dan nengubah ayat (6)
sehi ngga kesel uruhan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut

"Pasal 91

(1)

(2)

Jurusan nerupakan unsur pel aksana akadem k yang nel aksanakan
pendi di kan prof esional dal am sebagi an atau satu cabang il nu
penget ahuan, teknol ogi, dan/atau kesenian tertentu.

Dal am j urusan dapat di bentuk | aboratorium dan/atau studio.



(3) Jurusan terdiri atas
1. unsur pinpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan
2. unsur pel aksana : para dosen
(4) Jurusan dipinpin ol eh Ketua yang di bantu ol eh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur Akadeni
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk nmasa jabatan 4
(enpat) tahun dan dapat di angkat kenbali .
(7) Bilamana jurusan menpunyai | aboratorium dan/atau Studio,
satuan pel aksana tersebut dipinpin ol eh seorang Kepal a.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala |aboratorium
studi o di angkat dan di berhenti kan ol eh pi npi nan akaden
set el ah nendapat perti nmbangan senat akadem ."

15. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) diubah, sehingga kesel uruhan
Pasal 93 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 93

(1) Penyel enggaraan program studi di pi mpin ol eh Ketua program
studi atau Ketua jurusan

(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pi npi nan satuan
pel aksana akadeni k yang nembawahi nya.

(3) Ketua program studi di angkat ol eh pi npi nan akadeni atas usu
pi npi nan sat uan pel aksana akadem k yang nenbawahi nya.

(4) Ketua program studi di angkat untuk masa jabatan 4 (enpat)
tahun dan dapat di angkat kenbali. "

16. Ketentuan Pasal 120 di hapus dan diganti dengan ketentuan baru
sehi ngga kesel uruhan Pasal 120 berbunyi sebagai beri kut

"Pasal 120

Perguruan tinggi dan/atau | enbaga |lain di |uar negeri dapat
mendi ri kan perguruan tinggi baru di Indonesia nelalui patungan
dengan nmitra kerja Indonesia".

17. Ketentuan Pasal 122 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diubah, sehingga kesel uruhan Pasal 122 berbunyi sebaga
beri kut

Pasal 122

(1) Dal am nel aksanakan kegi at an akadem k, perguruan tinggi dapat
menj al i n kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau | enbaga-
| embaga | ain, baik di dalam maupun di | uar negeri.

(2) Kerjasama sebagai mana di naksud dal am ayat (1) dapat berbentuk

kontrak manaj enen;

progr am kembar an;

program pem ndahan kredit;

tukar nenukar dosen dan mmhasi swa dal am penyel enggar aan

akadem k;

e. penanfaatan bersam sunber daya dal am pel aksanaan kegi at an
akadem k;

f. penerbitan bersama karya il m ah;

g. penyel enggaraan bersana sem nar atau kegiatan ilniah lain
dan

h. bentuk-bentuk | ain yang di anggap perl u.

OO0 TYD



(3) Kerjasanma dal am bent uk kontrak manaj enen, program kenbar an
dan program pem ndahan kredit dengan perguruan tinggi |uar
negeri sebagai mana di maksud dal am ayat (2) hanya dapat d
| aksanakan sepanj ang program studi dari perguruan tinggi |uar
negeri telah terakreditasi di negaranya.

(4) Pel aksanaan ket entuan sebagai mana di maksud dal am ayat (1),
khusus ber kenaan dengan kerjasama dengan perguruan tingg
dan/atau | enbaga |lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal |1

Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahui nya, nemerintahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran
Negara Republik | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 2 Mei 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Di undangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Mei 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARI S NEGARA

REPUBLI K | NDONESI A

ttd
SAADI LLAH MJRSJI D

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1998 NOMOR 92

Sal i nan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI AT KABI NET R

Kepal a Biro Hukum

dan Perundang- undangan

Lanbock V. Nahatt ands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Umum

Era gl obal i sasi menbawa pengaruh dengan neni ngkat nya hubungan
kerjasama antar bangsa nenyebabkan perubahan dal am kebi j akan
Penerintah | ndonesia, termasuk kebijakan dal am bi dang
pendi di kan. Pengaruh yang sangat kuat pada unmummya adal ah
meni ngkat kan kual i tas sunmber daya manusi a yang di perl ukan

sel ai n untuk penbangunan nasional, juga untuk nenghadap



per sai ngan dari negara-negara | ain dal am pasar bebas.

Perubahan kebijakan dal am bi dang pendi di kan tinggi perlu
di beri dukungan dal am bent uk peraturan perundang- undangan
dengan nel akukan penyesuai an terhadap peraturan perundang-
undangan yang berl aku.

Dal am Pasal 120 Peraturan Penerintah Nonor 30 Tahun 1990 tentang
Pendi di kan Ti nggi sebagai pel aksanaan dari Undang-undang Nonor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendi di kan Nasi onal nenyat akan bahwa
pi hak asing dil arang nenyel enggarakan pendi di kan tinggi d

I ndonesi a. Ketentuan Pasal 120 tersebut perlu di sesuai kan agar

pi hak asing juga dapat berperan serta dal am penyel enggar aan
perguruan tinggi, sepanjang pel aksanaannya sesuai dengan

ket entuan yang berl aku.

Penyenggar aan pendi di kan tinggi, seperti halnya jenjang pendidi kan
pada umumya, sangat nenerl ukan dana, apal agi bagi peni ngkatan
kual i tasnya. 0leh karenanya, kepada badan penyel enggara perlu d
beri kan kesempat an unt uk memupuk kemanmpuan di bi dang dana tersebut
mel al ui kegi atan antara | ain penyertaan nodal dal am badan-badan
usaha atau nel alui penilikan saham dal am Perseroan Ter bat as.

Tuj uannya agar badan penyel enggara pendi di kan dapat nmem |iKi
kekayaan atau sunber dana yang cukup guna nengj ukan pendi di kan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bi dang

per paj akan, keuntungan yang diterim dari hasil kegi atan serupa
itu atau dari peneriman devi den, dan sejauh tetap di gunakan untuk
kepenti ngan pendi di kan, dapat di perti nmbangkan untuk di ber

keri nganan per paj akan.

PASAL DEM PASAL.

Pasal |
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jel as
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas



Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jel as
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16

Kesertaan pi hak asi ng di maksudkan terutanma untuk meni ngkat kan
nmut u pendi di kan di | ndonesia, oleh sebab itu

a. Perguruan tinggi/lenbaga asing harus nmenmenuhi standar nutu
yang tinggi yang dil akukan nel alui akreditasi yang di aku
serta hasil eval uasi yang dil akukan Departenen Pendi di kan dan
Kebudayaan;

b. Perguruan tinggi baru yang didiri kan harus nmenenuhi segal a
per syar atan dan peraturan yang berl aku bagi perguruan tingg
swasta di | ndonesi a.

Angka 17

Per syar atan perguruan tinggi asing yang nenyel enggar akan kerjasama
dengan perguruan tinggi di |Indonesia harus nenpunyai program stud

yang sama serta nmenmenuhi syarat akreditasi yang berlaku di negara

asal serta eval uasi ol eh Departenen Pendi di kan dan Kebudayaan.

Pasal 11
Cukup jelas
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